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ABSTRAK

Peninjauan Kembali adalah salah satu upaya hukum luar biasa dalam sistem hukum
acara pidana yang ada di Indonesia. Dalam Pasal 263 ayat (1) menegaskan sebagai
berikut “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau
ahli warisnya dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.
Berdasarkan pengaturan tersebut sudah dengan jelas diatur bahwa yang dapat
mengajukan Peninjauan Kembali adalah pihak terpidana atau ahli warisnya saja,
namun seiring dengan perkembangan hukum yang terjadi di Indonesia, Jaksa selaku
Penuntut Umum juga diperbolehkan untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan
Kembali tersebut. Maka telah terjadi suatu pertentangan hukum dalam penerapan
hukum acara pidana di Indonesia. Dengan ini maka kepastian hukum, sistem
peradilan dan juga tatanan hukum di Indonesia akan menjadi tidak jelas karena warga
negara (terpidana) atau ahli warisnya yang merasa belum menggunakan haknya untuk
mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dapat tergerak untuk menggunakan
upaya hukum tersebut terhadap upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan
Jaksa yang hasilnya memberatkan dirinya atau dengan kata lain dapat terjadi upaya
hukum Peninjauan Kembali atas hasil Peninjauan Kembali yang sesungguhnya upaya
hukum seperti ini juga tidak diatur dalam ketentuan hukum acara pidana formil yang
berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Peninjauan Kembali, Terpidana atau Ahli Waris, Jaksa Penuntut Umum.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tiap-tiap Negara bagaimanapun sifat coraknya yang baik tata tertibnya,
mempunyai tata hukum sendiri untuk mengatur kehidupan bersama dari sekalian
warga negaranya. Negara Kesatuan Republik Indonesia, tata hukumnya adalah wujud
bentuknya yang nyata pula. Asas-asas dan dasar-dasar tata hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia terwujud dalam suatu Undang-undang Dasar tahun 1945.!

Undang-undang Dasar ini merupakan dasar atau rangka dari tata hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi di situ hanya dimuat asas-asas dan
dasar-dasar saja, tidak cukup untuk menghadapi tiap-tiap segi dari kehidupan
masyarakat. Maka dari itu segala sesuatu masih harus diatur lebih lanjut, lebih
lengkap mengenai detail-detail mengenai pelaksanaannya.

Undang-undang dasar 1945 yang menjadi dasar landasan dalam membentuk
pemerintahan Negara Indonesia, menjelaskan secara tegas bahwa “Negara Indonesia

berdasar atas Hukum (Rechtstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka

(Machitstaat)™*

! Kusumadi Pudjosewojo, Pedoman Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Penerbit Aksara Baru
tahun 1976, him.21, >

2 .
Soesilo Yuwono, Penyelesaian Perkara Pidana berdasarkan KUHAP, B i
Alumni, tahun 1982, him.3, o PR Rt



Tetapi didalam pergaulan masyarakat tidak jarang terjadi pelanggaran hukum.
Orang secara sengaja ataupun karena kelalaiannya melakukan tindakan-tindakan yang
melanggar ketentuan hukum, merugikan pihak lain. Oleh sebab itu untuk menjamin
agar supaya ketentuan hukum dapat ditegakkan diperlukan alat Negara yang diserahi
tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum dengan wewenang dalam
keadaan tertentu memaksakan agar ketentuan hukum ditaati. Alat kekuasaan Negara
tersebut harus bekerja secara tertib, tidak berbuat sewenang-wenang serta tetap
menjunjung tinggi hak asasi warganegara.’

Pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945, Alinea keempat khususnya di
dalam sila ke dua Pancasila telah ada memuat gambaran tentang keadilan yang antara
lain berbunyi : “kemanusiaan yang adil dan beradab”, dan sila kelima : “keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Keinginan untuk mendapatkan kepastian hukum® adalah merupakan suatu
keinginan dari setiap manusia, akan tetapi kebutuhan tersebut seringkali bertentangan
dengan kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh manusia yang satu dengan yang
lainnya. Mengingat keseluruhan manusia terdiri dari atas berbagai bangsa, kelas,
agama maupun status sosial yang berbeda dan oleh karena itu maka akan berbeda

pula pendapat ataupun pandangan mengenai keadilan tersebut.

3 Ibid, him. 4.

. ! Mf:nurut Yance Arizona, kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan
dnbu:at dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak
menimbulkan kgragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma
dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.



Pada dasarnya manusia itu tidak pernah merasa puas dengan apa yang dialami
dan apa yang telah didapatkannya, sehingga berbagai usaha akan dilakukan guna
memenuhi segala kepuasan tersebut, terutama dalam hal mendapatkan keadilan yang
seadil-adilnya dari para penegak hukum dalam Negara yang berlandaskan Pancasila
dan Undang-undang 1945.

Pasal 27 ayat (1) Undang-undang dasar 1945 mengatakan : “Segala warga
Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecualinya™. Hal
ini sekaligus menggambarkan tentang kedudukan hukum seseorang di Negara ini
adalah sama tanpa ada perbedaan sedikit pun (equality before the law). Asas ini
merupakan salah satu ciri-ciri Negara hukum.

A.V. Dicey mengemukakan unsur-unsur Negara hukum (Rule of Law) sebagai
berikut yaitu Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of law), Kedudukan yang
sama di dalam hukum, dan Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-undang serta
keputusan-keputusan pengadilan.®

Solly Lubis menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kedudukan yang
sama dalam hukum” dalam Pasal 27 ayat (1) itu adalah meliputi baik bidang hukum
privat maupun hukum publik, sehingga karenanya setiap warga negara mempunyai
hak untuk mendapatkan perlindungan dengan mempergunakan kedua kelompok

hukum tersebut dan jika ditilik selanjutnya maka tampak bahwa hukum yang

* Undang-Undang Dasar tahun 1945, Amandemen ke-4 tahun 2002.

Dikutip dari Miriam Budiard.o Dasal -das iti i i
jo,
l ' I ' . ar llmu 1 O“Uk, Jakana, Penerblt Gla"ledla, tahun



dimaksud sebagai alat, sudah mencakup segi-segi keperdataan dan kepidanaan, serta
cabang-cabang hukum publik lainya, seperti Hukum Tata Negara, Hukum Tata
Pemerintahan, Hukum Acara Pidana / Perdata dan sebagainya, di dalam Pasal 27 ayat
(1) UUD 1945 tersebut telah tercakup semua hak-hak hukum éeperti disebutkan di
dalam UUD.

Namun demikian, masih sering dijumpai putusan pengadilan yang cenderung
memperlihatkan adanya unsur-unsur kekhilafan, kekeliruan atau kesalahan dari para
penegak hukum, atas putusan itu terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti
akan tetapi terdapat hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang
dinyatakan terbukti itu bertentangan satu sama lain®,

Putusan semacam ini tentu saja akan menimbulkan permasalahan di lapangan
hukum pidana, oleh karenanya kekeliruan atau kekhilafan dan mungkin juga
kesengajaan 'terhadap putusan itu diusahakan upaya hukum baik itu berupa upaya
hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa guna mendapat kepastian hukum dalam

mewujudkan keadilan.

Terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat

diajukan upaya hukum luar biasa yaitu :

1. Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum.
2. Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan
Hukum Tetap.

7 .
. Solly Lubis, Pembahasan UUD 1 945,Bandung, Penerbit Alumni, tahun 1975, him.112.

Frans H. Winarta, Jurnal Nasional, situs http://antikorupsi i i i
rta, A : psi.org/indo/index2.php?option=
com_content &do_pdf=1&id=15049, diakses pada tanggal 27 Januari 2010. PO


http://antikorupsi.org/indo/index2.php?option=

Upaya hukum adalah alat untuk melawan putusan pengadilan (vonnis) apabila
terdakwa atau penuntut umum tidak menerima putusan pengadilan. Demikian pula
dalam penjelasan KUHAP disebutkan bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau
penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Maksud dari upaya
hukum adalah untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuat oleh instansi yang
sebelumnya. Untuk kesatuan dalam keadilan, dengan adanya upaya hukum ini ada
jaminan baik terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan baik menurut fakta dan
hukum adalah benar dan sejauh mungkin seragam.’

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 atau disebut Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal | butir 12 menyebutkan bahwa :

“Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak
menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau
kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali
dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Dalam KUHAP ini juga diatur tersendiri pada BAB XVIII Upaya Hukum
Luar Biasa, bagian kedua Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah

Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. Disebutkan dalam pasal 263 ayatl| :

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau
ahli warisnya dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah

Agung”.

Menurut Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, peninjauan kembali yaitu hak

Terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan pengadilan yang telah menjadi

9 : - :
Syarifuddin Pettanasse dan Anshorie Sabuan, Hukum Acara Pidana, Palembang, cetakan
kedua tahun 2000, Penerbit Universitas Sriwijaya, him.223.



tetap, sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan
putusannya.'0

Dengan menyimak pengertian dari dua ketentuan pada Pasal 1 butir (12) dan
Pasal 263 ayat (1) KUHAP serta pendapat dari Andi Hamzah dan Irdan Dahlan yang
dikemukakan diatas sudah sangat jelas bahwa undang-undang ini memberikan
perhatiaan yang khusus terhadap kepentingan pihak Terpidana untuk mendapatkan
keadilan yang sesungguhnya, dimana upaya hukum berupa peninjauan kembali ini
memang seharusnya adalah milik si Terpidana atau ahli warisnya untuk dapat
mengajukannya.

Permasalahan timbul tatkala pengajuan Peninjauan Kembali dari Penuntut
Umum juga dapat diterima oleh Majelis Hakim. Dasar yuridis yang digunakan oleh
Jaksa Penuntut umum agar dapat mengajukan permohonan Peninjauan kembali ini
yaitu Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan

kehakiman. Pasal itu menentukan sebagai berikut:

“Terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang
bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada MA, apabila
terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.”

Undang-undang No.4 tahun 2004 tersebut telah dicabut dan diganti dengan
Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang disahkan dan
diundangkan pada tanggal 29 oktober 2009. Namun demikian walaupun Undang-

undangnya telah dirubah tetapi substansi dari Pasal yang dianggap bermasalah ini

10 .
Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, Upaya Hukum Dalam Perkara Pid i
iy lpay erkara Pidana, Jakarta, Bina



tetaplah sama tidak berubah sedikit pun hanya pada Undang-undang yang baru ini
menjadi Pasal 24 ayat (1).

Bahwa yang menjadi dasar-dasar pertimbangan terhadap putusan
No:109PK/Pid/2007 atas nama Pollycarpus Budihari Priyanto adalah diterimanya
permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum
berdasarkan pertimbangan putusan a quo tentang penafsiran ‘pihak-pihak yang
bersangkutan' sebagaimana Pasal 23 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.'!

Dengan dapat diterimanya permohonan peninjauan kembali dari pihak
penuntut umum oleh Mahkamah Agung maka telah terjadi suatu konflik hukum
dimana terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada pada pasal 24 ayat (1)
Undang-undang No.48 tentang kekuasaan kehakiman dengan pasal 263 ayat (1)
Undang-undang No.8 tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman itu sendiri tidak
menunjukan sikap yang tegas terhadap permintaan peninjauan kembali yang diajukan
oleh Jaksa penuntut umum. Ada majelis MA yang menyatakan bahwa Jaksa tidak
berhak untuk mengajukan peninjauan kembali, namun ada pula majelis MA yang

menyatakan Jaksa dapat mengajukan Peninjauan Kembali."?

11
. Idrus mony, Pollycarpus Gugat PK Oleh Jaksa' Ke MK, situs http://www.hukumonline.
com/ben}zzl/ba.ca/hgll940§/pollycarpus~gugat-pk-oleh-jaksa-ke-mk, diakses tanggal 27 Januari 2010.
Diskusi Publik tentang PK dalam Tata Hukum di Indonesia, Lembaga Advokasi Hukum

dan Demokrasi untuk Pembaruan (LANDEP), situs http: i =i
] ; 5 p://www.pdp.or.id/page.php?lang=id& =
news_view&news_id=3955, diakses tanggal 27 Januari 2010. e prac-pIpTiangTIcSment
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Dalam putusan peninjauan kembali dimana Mahkamah Agung menerima
permintaan peni‘njauan kembali dari Jaksa, Mahkamah Agung menyatakan
menciptakan hukum karena KUHAP tidak mengaturnya. Sebagaimana dikutip dari
kasus Pollycarpus Putusan No.109PK/Pid/2007, Mahkamah Agung Menyatakan :

“Dalam menghadapi problema yuridis hukum acara pidana ini dimana tidak
diatur secara tegas pada KUHAP maka Mahkamah Agung melalui putusan
dalam perkara ini berkeinginan menciptakan hukum acara pidana sendiri,
guna menampung kekurangan pengaturan mengenai hak atau wewenang Jaksa
Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan pemeriksaan Peninjauan
Kembali (PK) dalam perkara pidana.”

Kemudian sikap yang berbeda ditunjukan Mahkamah Agung pada kasus
H.Mulyar bin Syamsi dimana permintaan peninjauan kembali oleh Jaksa dengan
tegas ditolak oleh Majelis Mahkamah Agung. Putusan MA No.84PK/Pid/2006,
Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan Peninjauan Kembali Jaksa tidak

dapat diterima dengan alasan:

“Bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP telah menentukan bahwa terhadap
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali
putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli

warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada
Mahkamah Agung;

Bahwa ketentuan tersebut telah mengatur secara tegas dan limitative bahwa
yang dapat mengajukan peninjauan kembali adalah Terpidana atau ahli
Vf/arisnya. Hal ini berarti bahwa yang bukan Terpidana atau ahli warisnya
tidak dapat mengajukan peninjauan kembali. Dengan adanya ketentuan yang
tegas dan limitative tersebut, tidak diperlukan lagi ketentuan khusus, yang

mengatur bahwa yang bukan Terpidana atau ahli warisnya tidak dapat
mengajukan peninjauankembali ;

Bahwa “due proses of law” tersebut berfungsi sebagai pembatasan kekuasaan
Negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat, dan bersifat normatif,



sehingga tidak dapat ditafsirkan dan tidak dapat disimpangi, karena akan
melanggar keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut
Umum tidak dapat mengajukan permohonan peninjauankembali atas putusan
pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya apa yang
dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan kesalahan dalam
penerapan hukum acara, sehingga permohonan peninjauan kembali yang
dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat
diterima.”

Pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh dua majelis pada
Mahkamah Agung tentu membingungkan, yang mana yang harus diikuti. Hal ini
tentu akan menyebabkan adanya ketidakpastian hukum. Sebagaimana pertimbangan-
pertimbangan hukum yang diajukan di atas menunjukkan bahwa ternyata Mahkamah
Agung tidak tegas mengaturnya. Putusan Majelis yang satu belum tentu diikuti oleh
Majelis yang lain.

Dilihat dari sejarahnya, upaya hukum Peninjauan Kembali ini sesungguhnya
lahir dari permasalahan salah vonis dalam kasus Sengkon dan Karta yang ditangani
Pengadilan Negeri Bekasi pada tahun 1974. Berawal dari kasus salah vonis inilah,
Peninjauan Kembali dimasukkan dalam salah satu upaya hukum luar biasa dalam
KUHAP yang disusun DPR pada tahun 1981.

Jika kita merujuk kembali kepada filosofi dasar mengapa upaya hukum Peninjauan

Kembali tersebut lahir dari kasus tersebut, jelaslah terlihat bahwa Peninjauan Kembali itu

lahir untuk mewujudkan keadilan kepada warga negara (terpidana) atau ahli warisnya, dan
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bukan ditujukan kepada negara yang mencari keadilan."

Ini didasarkan pemikiran bahwa dalam negara hukum (rechsstaat), di mana
negara dan individu ditempatkan sejajar (equality before the law) mengingat negara
diberi kekuasaan untuk menjalankan hukum termasuk menghukum terpidana melalui
putusan pengadilan, maka hak mengajukan upaya peninjauan kembali itu hanya
diberikan kepada seorang terpidana.'*

Sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dijatuhkan yang
menghukum seorang terdakwa atau terpidana, instansi lain yaitu kepolisian sudah
melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadapnya yang disusul dakwaan dan
tuntutan oleh kejaksaan serta pemenjaraan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Dengan perangkat tadi dan kewenangan menghukum dan memenjarakan
seorang terpidana, negara telah diberi kekuasaan dan kewenangan begitu besar untuk
memenjarakan seseorang, yang berarti merampas dan membatasi kemerdekaan
seseorang demi hukum. Maka sudah selayaknya lah upaya hukum peninjauan
kembali ini menjadi hak dari terpidana atau ahli waris untuk membela kepentingan
hukumnya.'®

Dengan adanya suatu pertentangan hukum ini maka kepastian hukum, sistem
peradilan dan juga tatanan hukum di Indonesia akan menjadi tidak jelas karena warga

negara (terpidana) atau ahli warisnya yang merasa belum menggunakan haknya untuk

o 1 Damar Swarno Dwipo, Peninjauan Kembali (PK), Keadilan untuk Siapa?, http://www.
mediaindonesia.com/read/2009/08/08/91317/68/1 1/peninjauan-kembali-PK-keadi lan-untuk-siapa,
diakses tanggal 27 Januari 2010.

' Frans H. Winarta, op, cit.
'* Ibid.
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mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dapat tergerak untuk menggunakan
upaya hukum tersebut terhadap upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan
jaksa yang hasilnya memberatkan dirinya atau dengan kata lain dapat terjadi upaya
hukum Peninjauan Kembali atas hasil Peninjauan Kembali yang sesungguhnya upaya
hukum seperti ini juga tidak diatur dalam ketentuan hukum acara pidana formil yang
berlaku di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti
dengan judul “HAK TERPIDANA DALAM MENGAJUKAN PENINJAUAN
KEMBALI. (SUATU ANALISIS KEDUDUKAN JAKSA DAN HAK

TERPIDANA DALAM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI )”

B. Permasalahan
Dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka untuk
membatasi ruang lingkup pembahasan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan
tidak menyimpang dari pokok permasalahan serta untuk mempermudah melakukan
penelitian, penulis membatasi pengidentifikasian masalah yaitu :
I. Apakah Jaksa memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
peninjauan kembali?

2. Bagaimana hak terpidana apabila upaya hukum peninjauan kembali telah

dilakukan terlebih dahulu oleh Jaksa?



. Secara Teoretis

. Tujuan Penelitian
. Untuk mengetahui kedudukan hukum (legal standing) Jaksa untuk mengajukan
upaya hukum luar biasa peninjauan kembali.

. Untuk mengetahui hak dari terpidana yang pada kasusnya telah terl% D/

dilakukan peninjauan kembali oleh Jaksa.

. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini berguna untuk memperkaya ilmu pengetahuan pada
umumnya dan dalam ilmu hukum pidana khususnya mengenai upaya hukum luar
biasa peninjauan kembali dalam rangka penyempurnaan undang-undang yang
mengatur tentang Lembaga Peninjauan Kembali ini serta perlindungan hak
terhadap terpidana yang dirugikan atas putusan pengadilan yang keliru. Serta

diharapkan penelitian skripsi ini dapat dimanfaatkan untuk menjadi masukan bagi

penelitian berikutnya.

. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dalam bidang hukum pidana
serta sebagai pedoman bagi praktisi hukum, mahasiswa maupun pihak yang

berkepentingan dengan proses pengajuan peninjauan kembali terhadap putusan

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.



E. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat luasnya jangkauan bidang hukum khususnya hukum pidana, maka
perlu diadakan batasan ruang lingkup pembahasan agar analisis lebih terarah
sehingga memperoleh ketajaman analisisnya. Sehubungan dengan itu, sesuai dengan
permasalahan dalam penulisan ini maka ruang lingkup penelitian dibatasi terhadap
pelaksanaan dari upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

F. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian

Penulisan dan penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif
yang bersifat deskriptif'é yaitu untuk melukiskan atau menggambarkan secara
sistematis mengenai aspek yang terdapat dalam upaya hukum luar biasa peninjauan

kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan
pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan terhadap peraturan perundang-
undangan dan pendekatan terhadap konsep-konsep hukum yang berdasarkan bahan

pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, dan bahan hukum tersier.

' Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Ul Press, 1986, him 2
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3. Sumber Bahan Hukum
Penelitian dan penulisan skripsi ini menggunakan penulisan bahan sekunder
sebagai data pokok yaitu bahan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang ada,
yang mencakupi bahan-bahan hukum, literatur-literatur, majalah-majalah, tulisan
ilmiah para ahli dan lain-lain yang dapat dikumpulkan sehingga membantu penulis
dalam menyelesaikan skripsi ini.
a. Bahan Hukum Primer'’
Yaitu bahan pustaka yang berisikan bahan-bahan yang bersifat normatif yang
digunakan untuk mengkaji upaya hukum luar biasa peninjauan kembali putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini
terdiri dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981(Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana), Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 jo. Undang-undang No.48 tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
b. Bahan Hukum Sekunder'®
Yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, seperti hasil-

hasil penelitian, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, asas

hukum, teori hukum dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan obyek

kajian penelitian.

17 .
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinj ]
N . s 3 yauan Singkat,
Edisi 1, (Esct[;/;i Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2001, him 13-14 ¢
i
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c. Bahan Hukum Tersier'’

Yaitu bahan hukum penunjang yang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang
memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,
atau bahan rujukan bidang hukum dan penunjang di luar bidang hukum seperti
kamus umum, kamus hukum sepanjang memuat informasi yang relevan dengan

obyek kajian penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan
Bahan yang diperoleh melalui studi dokumen, yaitu dengan mempelajari
peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, doktrin hukum, dan semua bentuk

tulisan yang berkaitan dengan obyek kajian penelitian ini.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan

Bahan yang diperoleh dari penelitian akan dilakukan pengolahan data, dengan
membaca kembali bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan serta membuat
catatan-catatan pada pustaka yang berhasil dikumpulkan. Bahan yang dikumpulkan
melalui akses elektronik/internet juga dicatat situs-situs yang mendukung dan tanggal
pengaksesan. Kemudian kembali menyusun bahan-bahan yang telah dikumpulkan
dan mengelompokkannya serta diadakan sistematika. Hal ini dilakukan agar akurasi

bahan dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara melihat kembali ke

sumber bahan.

1% [bid, him 33
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Setelah pengolahan bahan selesai dilakukan, selanjutnya akan dilakukan
analisis secara deskriptif kualitatif,”® yaitu menguraikan data secara bermutu dalam
bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga
memudahkan interpretasi data dan pémahaman hasil analisis. Untuk kemudian ditarik
kesimpulan secara deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari data-data yang

bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.

20
Abdulkadi iti . :
5004, bl 125 ulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti,
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